
Mengingat ... 

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung telah 

dilakukan upaya melalui pela.ksanaan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyara.kat Darurat Corona Virus 

Disease 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan W ali 

Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021, namun dalam 

perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalarn Negeri 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 

ten tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali, sehingga Peraturan Wali Kota 

termaksud perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 tentang 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Darurat Corona Virus Disease 2019; 

WALI KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 71 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 68 

TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGlATAN 

MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 

SALIN AN 



8. Undang-Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besa.r dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tarnbahan 

Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4168); 
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

Mengingat 
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13. Peraturan ... 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3447); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedarurata.n Bencana pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 34); 

17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 ten tang 
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 [Covid- 

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 178); 

18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Gugus Togas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Gugus Togas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vuus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 
21. Peraturan ... 
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28. Keputusan ... 

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/ 

SK/VII/2004 ten tang Penyelenggaraan Sistem 

Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa; 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka 

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 361); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 I 

MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19) di 

Tempat Kerja Perkantoran dan lndustri Dalam 

Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi 

Pandemi; 
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 I 

MENKES / 382 / 2020 ten tang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

27. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 

Tahun 2020, Nomor HK.03.0l/Menkes/363/2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada 

Tahun Ajaran 2020 /2021 dan Tahun Akademik 

2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 

( Covid-19); 
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3. lnst:ruksi ... 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 
Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 { Covid- 

19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 / 

Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Vuus Disease 2019 ( Covi<l-19); 

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi 
Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Coronauirue 

Disease 2019 ( Covi<l-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 

60); 
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01), Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1}; 

Memperbatikan: 1. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesebatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona 

Virus Disease 2019; 
2. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 

ten tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 ( Couid- 

19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah 
beberapa kali diubah tera.khir dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di 

Wilayah Jawa dan Bali; 
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Pasal ... 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 68 

TAHUN 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN 
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS 

DISEASE 2019. 

MEMUTUSKAN: 

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan 

Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk 
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Ber basis Mikro dan 
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk 
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019; 

4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 
tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 

di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat 
Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi; 

5. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
. Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan 
Darurat Bencana Nonalam Corona Vuus Disease 2019 
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.17 Tahun 2021 
tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat 
Ibadah, Malam Takbiran, Shalat ldul Adha dan 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 
H/2021 M di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat; 
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2. Ketentuan ... 

Pasal 17 

( 1) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, kegiatan 

pa.da Ru.mah ibadah seperti Masjid, Mushola, 

Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat 

lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, 

tidak mengadakan kegiatan 

peribadatan/keagamaan berjamaah dan 

mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. 

(2) Dalam hal kegiatan pertemuan masyarakat yang 

dila.ksana.kan di rumah ibadah, seperti majelis 

taklim, pengajian dan sejenisnya dilaksanakan 

secara virtual/ online. 

(3) Pembimbing/guru keagamaan melakukan kegiatan 

pembinaan keagamaan secara virtual/ online. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan 

pencegahan dan pengendalian penyebaran Couid-19 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 

Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 68) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Peru bahan Atas 

Pera tu ran W ali Kota Bandung Nomor 68 Tahun 2021 

tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Darurat Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota 

Bandung Tahun 2021 Nomor 70), diubah sebagai berikut: 
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Pasal ... 

Pasal 20 
( 1) Selama pandemi Covid-19 kegiatan penyelenggaraan 

acara yang diperbolehkan, terdiri atas: 
a. khitan; 
b. pernikahan; dan 
c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang 

bukan karena Covid-19. 
(2) Pela.k:sanaan penyelenggaraan acara khitan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya 
dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

(3) Pelaksa.naan penyelenggaraan acara pemikahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya 
melaksanakan akad nikah/prosesi pemikahan dan 
resepsi pemikahan ditiadakan. dengan ketentuan: 
a. untuk warga yang beragama Islam 

melaksanakan prosesi akad nikah di Kantor 
Urusa.n Agama; 

b. untuk warga yang beragama non Islam 
melaksanakan prosesi pernikahan di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Bandung, 

dengan dihadiri keluarga inti paling banyak 10 
(sepuluh) orang. 

(4) Pelaksanaan penyelenggaraan acara pemakaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dihadiri oleh keluarga inti paling banyak 10 
(sepuluh) orang. 

(5) Dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat, 
penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib 
menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian penyebaran Covid-19 secara ketat. 

(6) Selama pandemi Covid-19, kegiatan 
penyelenggaraan penyampaian aspirasi oleh 
masyarakat tidak dilaksanakan secara tatap muka. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid- 19 
tercantum dalam Lampi.ran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota 
ini. 

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, 
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 71 

EMASUMARNA 

TIO. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 11 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

ODED MOHAMAD DANIAL 

TTD. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 11 Juli 2021 
WALi KOTA BANDUNG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kota Bandung. 

Pasal II 

Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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